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Hukum waris Islam merupakan salah satu bidang hukum yang paling rinci
pengaturannya dalam Al-Qur'an, dengan penetapan fraksi-fraksi matematis yang
tegas dalam Q.S. al-Nisa'/4: 11-12 dan 176. Dalam perkembangannya, magashid
al-syari’ah sering dijadikan kerangka reinterpretasi terhadap ketentuan waris,
termasuk isu kesetaraan bagian antara laki-laki dan perempuan serta perluasan hak
waris lintas agama. Wacana ini menimbulkan persoalan ushali yang mendasar,
sejauh mana magashid al-syari’ah dapat difungsikan sebagai dalil dalam penetapan
hukum waris tanpa melanggar otoritas nas yang bersifat gath i, dan di mana batas
metodologis yang harus dijaga agar magashid tidak melampaui kewenangannya.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan
konseptual, komparatif, dan perbandingan ushdl figh. Sumber bahan hukum primer
berupa kitab-kitab ushdl figh klasik dan kontemporer serta putusan Pengadilan
Agama di Indonesia, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, dan
regulasi terkait. Analisis dilakukan dengan menelaah dan membandingkan
pandangan ulama dari empat generasi pemikiran maqgashid al-Ghazali, al-Syathibf,
lon 'Asy(r, hingga Jasser Auda serta mengkomparasikan posisi mazhab-mazhab
fikih utama, tiga kubu metodologis dalam perdebatan batasan magashid, dan
pendekatan berbagai negara Muslim dalam mengaplikasikan magashid pada
legislasi hukum waris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa magashid al-syari’ah memiliki lima
fungsi operasional yang sah dalam proses ijtihad, yaitu tahqiq al-manéath, tanqth al-
manath, tarjih al-ahkam, taqdir al-ma‘alat, dan istinbath al-nawazil, namun seluruh
fungsi tersebut tidak dapat digunakan untuk mengubah furidh mugaddarah yang
bersifat gath’i al-thub(t wa al-dalalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
maqashid al-syari’ah berkedudukan sebagai fondasi pemahaman, metode
penerapan, dan pengontrol implementasi hukum waris bukan dalil yang menggugat
nas gath’t dan bukan pengganti furGdh mugaddarah. Sebagai kontribusi praktis,
penelitian ini merumuskan lima batasan metodologis dan sebuah checklist yang
dapat digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dan lembaga fatwa dalam
mengevaluasi argumen magashidi dalam penetapan hukum waris.
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